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PHESHDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERIENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian
dan dalam upaya meningkatkan hubungan antara Penicrinth dengin
Dacrah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sera untuk mendorong
peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan
pemersatu  bangsa dalam Negara Kesatuan Republik — Indonesia,
dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai - wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dengan Peraturan Pemerintah;

L. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar [945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sL‘haguinmna telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negira
3890);

. Undang-undang Nomor 22 'fahun 1999 tertang  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Talun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang ...
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun (999 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembseran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848);

5. Peraturan Pemerintah Nowmor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAR  TENTANG  WEWENANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERIHENTIAN
PEGAWAI NEGERIK SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud denpan
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Nepeit Sipil yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negura
dan bekerja pada Departcnien, Kejaksaan Agung, Kesekretarialan
Lembaga Kepresidenan, Kamtor Menteri Neparn Kourditier,
Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Ddonesia,
Lembaga Pemerintah  Non Departemen,  Kesekretariatm
Lembaga Tertingpi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional,

Kesekretariatan .
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Kesekretariatan Lembaga lain yz_mg dipimpin oleh Pejabat strukiural
eselon T dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Dacraly Propinsi/
Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjukan untuk
menyelenggérakan tugas ncgara lainnya.

. Pegawai Negeri Sipil Dacrah adalah Pegawai Negeri Sipil yang
gajinya dibebankan pada Angparan Pendapatan dun Bekinja Dacrah
dan bekerja pada Pemerintah Décrah Propinsi/Kabupaten/Kota atau

dipekerjakan di luar instansi induknya.

- Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan  Kesekretariatan Lembaga  Kepresidenan, Kepala
Kepolisian  Nepara,  Pimpinan Lembaga  Pemerinah  Non
Departemen, Pimpinan  Kesckretarialan Lembaga  Tertinggi/
Tinggi Ncgara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nausional
serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh
pejabat strukturaf eselon I dan bukan merupakan bagian dari

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota  adalah
Bupati/Walikota. |

. Pejabat -yang berwenang adalah pejabat  yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan beraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Pegawai Negeri Sipil yang diperbaniukan adalah Pepawai Negeri
Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang
gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbuntuan.

K. l’aﬁgkal -



; o
K &4 ,{,E’:’-} ‘\t'\\h
N Y/
0 N7
Ll (ES
Wiy
X1V ,,,jﬁﬁ.’/{
DA
Cand.™

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 .

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tinghat sescorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya datam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Golongan ruang adalah golongan ruang paji pohok sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundag undiungan  yang
berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

10. Jabatan struktural adalah suarn kedudukan yang meounjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sescorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan OrRinsisi

negara.

11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan ugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak sescorang Pegawai Negeri
Sipit dalam rangka menjalankan tugas pokok  dan hungsi
keahlian  dan/atau  keterampilan  untuk mencapai  Lajian

organisasi,

BAB XI

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NEGERI SIPH.

Pasal 2
{1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri  Sipit  Pusat (i
lingkungannya; dan
b.  pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya,
keeunali yang tewas atau cacal karena dinas.

(2) Pejabar ...
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(2) Pejabat  scbagaimana  dimaksud  dalam ayat (1), dapat
mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 3

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atuu Kabupaten/

Kota menetapkan : |

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dj
lingkungannya;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi
Cualon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Iingl;ungmmya,
kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

{2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), dapal
mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya,

Pasal 4

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatn
menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau

. cacat karena dinas.

(2) Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam  ayas (1), dapat
mendelegasikan atau memberi kuasa kepada pejabat lain di

lingkungannya.

BAB IM ...



Pregr Lo
(RSN R S TE RSN ST RTIY ST SNy

BAB I
KENAIKAN PANGKAT

Pasal §

{1} Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawar Negeri Sipit

)

3)

(1)

Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina

Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madyu

golongan ruang 1V/d, dan Pembina Utama golongan ruang [V/e

setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayal {1)

diajukan secara tertulis kepada Presiden, oleh

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
melalui Gubernur.

Pengajuan  kenaikan pangkat sebagaimana dimnk.:;ud dalam

ayal (2), tembusannya disampaikan kepada Kepata Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 6
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menelaphian  kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil
vang diperbantukan di lingkungannya untuk menjindi Jury Muda
Tingkat [ golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat 1

gotongan ruang 1V/b.

(2) Pejabar ...
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(2) Pejabat scbagaimana dimaksud  dalam ayal - (1) dapat

mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan Kuasi

kepada pejabat lain di lingkungannya,

Pasal 7

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dacrab Propinsi dan
Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dj lagkungannya
untuk menjadi Juru Muda Tingkat [ golongan ruang /b sampai
dengan Pembina Tingkat [ golongan ruang (V/h,

(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
-Daerah Kabupaten/Kota  dan  Pegawai Negeri Sipi) yang
diperbantukan di lingkungan Pemerintall Dacral Kabupaien/

Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IVZa dan Peinbing

Tingkat I golongan ruang 1V/b.
(3) Pejabat sebagaimana dimnaksud dalam ayat (1) dapat mendele-
gasikan sebagian wewcenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya.

asal 8
(1) Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
‘menetapkan kenaikan pangkal Pegawai Negeri Sipil Daeraly dan
Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya
untuk menjadi Juru Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampai

dengan Penata Tingkat I golongan ruang IHd.

(2) Pejabat ...
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(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-
gasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 9
Pejabat Pembina Kepegawaian dan  Gubernur  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikecualikan dalam
penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenwkan  pangkat

pengabdian.

Pasal 10

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menclapkan  kenaikan
pangkat anumerta dan kenaikan pangkal pengabdian  bagi
Pegawai Negeri Sipil' Pusat dan Pegawai Negesi Sipil Dierah
untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sumpai
dengan Pembina Tingkat 1 golongan rang 1V/b.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalun  ayat (1), dapat
mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV ...
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BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11}

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhention
Pegawai Negeri Sipil dafam dan dari jabatan struktural eseton I,
jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan,
:pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang  Presiden,
kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pcjubal

struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 12

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusal di
lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah

- atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2)Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa
kepada pejabat lain  dilingkungannya untuk  menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon HI ke bawah dan

jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. -

Pasal 13 ...
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Pasal 13

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Dacrah Propinst imencapkan :

a. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi scielah mendapit
persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan RaRyat Daerals
Propinsi;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi:

C. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural escion 11 ke
bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya  setingkat
dengan itu di tingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dacrah Propinsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 2 dan b, dilakukan
setelah berkonsullasi secara tertulis dengan Menteri Dalam
Negeri.

(3) Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan
untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris  Dacrab  Propinsi
sebagaimana dimaksud datam ayat (1) huruf a, harus memenubi
syarat untuk diangkat dalam jabatan stroktural.

(4) Konsultasi pengangkatan  Sekretaris  Dacrah schagaimana
dimaksud dalam ayal (2), dilakukan sebelun Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah  Propinsi mengajukan  permintan
persetujuan  kepada pimpinan  Dewan Perwakilun Rakyai
Daerah.

(5) Konsultasi  pengangkatan  Sekretarts  Dacrali Propinsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara 1erulis
dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat.

(0) Hasil ...
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(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalum ayat (2) dan (4)

disampaikan secara tcrtulis oleh Menteri Dafarn Negeri,

(7}‘Pejab_at sebagaimana  dimaksud  dalim  ayac (1) dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa
kepada pejabat lain di lingkungannya untuk mcnclaplian

- pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon 11 ke
bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnys setingkat dengan

itu.

Pasal 14
(1) Pejabat  Pembina Kepegawaian ‘Daerah Kabupaten/Kota

menetapkan : ' ,

a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setcl'al'x
mendap.';\t persetujuan  dari pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

c. pengangkatan, pemindahén, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan darj jabatan struktural eselon I di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot;

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktyral eselon I ke
bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat
dengan jabatan struktural eselon 11 ke bawah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. .

(2) Pengungkatan ...
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{2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dacrah Kabupaten/
Kota dan pejabat struktural eselon I sebaguimana dimaksid
dalam ayat (1) huruf a, hurut b, dan huruf ¢, difikukan seielah
berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

(3) Calon  Sekretaris  Dacrah  Kabupaten/Kota  yung  akan
dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sckretaris Dacrah
Kabupaten/Kota sebugainana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan steukiural.

(4) Konsultasi  pengangkatun  Sekretaris  Dacrah  sebapaimana
dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum l’cjnh‘al Pembina
Kepegawaian Dacrah Kabupaten/Kota mengajukan permintaan
persctujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacral
Kabupaten/Kota.

(5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jjabatan
struktural eselon II sebagaimana dimaksud datam ayat (2),
dilakukan secara tertulis dengan mengajukan  sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayuat (2) dan (5)
disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepepawaian
Daerah Propinsi.

(7) Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa
kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menctapkan

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pepgawai Negeri

Sipil ...
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Sipil di Kabupaten/Kota dalam dan dari Jjabatan  struktural
esclon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya

setingkat dengan itu.

Pasal 15
Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentiarr Sekretaris
Daerab  Propinsi, Kabupaten/Kota serta tata cury  konsultasi
pengangkatan dan pemberhentian pejabat  struktural eselon f]
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal

14, diatur lebih fanjut dengan Keputusan Menteri Daln Negeri.

"

BABYV
PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI

Pasal 16

@Kepa]a Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindaban :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/l embaga;

b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai  Negeri Sipil
Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/
Lembaga;

c. Pegawai Negeri Sipil Dacrah antar Daerah Propinsi; dan

d. Pegawai Negeri Sipil Dacrah arilzrn Dacrah Kahipaten/Kaota

dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi latnnya.

(2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara * sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1} dilaksanakan atas permintaan dan
persetujuan dari instansi yang bersangkutan,

——— e T

(3) Pejabat ..
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(3) Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dapat
mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 17

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menctapkan
pemindahan :

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam
satu Propinsi; dan

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabuputen/Kota dan
Daerah Propinsi.

(2) Penetapun  oleh  Pejabal  Pembina  Kepegawaian  Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diluksanakan atas
permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina Képcgawaian
Daerah yang bersangkutan.

(3) Pejabat  sebaguimana dimaksud  dalam ayal (1) dapat
mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain dilingkungannya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN NEGERI

Pasal 18
Presiden menetapkan pemberhentian sementara diri Jabian negeri

bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jalvsan struklurl

eselon I ...
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esclon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatin lain yang
pengangkatan dan pcmbcrhcntizinnya menjadi wewenang, Presiden,
kecuali pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eseton 1  di

lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 19

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan peinberhentian
sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Neperi Sipil Pusal
di lingkungannya yang menduduki jabatan strukiueal esclon 11
ke bawah atau jabalan fungsional yang jenjanguya setingkat
dengan iu.

(2) Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalum  ayat (1) dapat
mendelegasikan sebagian weweaangnya atau miemberikan kuasi
kepada pejabal lain di lingkungannya untuk memberhentikun
sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Neperi Sipil Pusat
yang menduduki jabatan struktural eselon I ke bawah dan

Jjabatan fungsional yang jenjangnya sctingkat dengan itu.

Pasal 20

(1) Pejabal Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :

a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi;

b pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai
Negeri Sipil di lmgkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon II ke bawah, dan jabatan lun;,smndl yang
jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pejubat ...
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(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mende-
legasikan sebagian wewenangnya atau  memberikan kuusu’
kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan
sementara dari jabalan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural esclon Hi ke
bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya scungkat dengan

itu.

Pasal 21

(1) Pejabat  Pembina  Kcpegawaian  Dacrah Kabupaten/Kola
menetapkan :

a. pemberhentian sementara  Sekretaris  Dacrah  Kabupaten/
Kota;

b. pemberhentian sementara dari jabatan neger bagi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon Il ke bawah dan jabatan fungsional yang
Jenjangnya setingkat dengan i,

(2) Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dapat
mendelegasikan schagian wewenangnya atau memberikan kuasa
kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan
sementard dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten/Kota yang menduduki jubatan struktural esclon 1V

dan jabatan fungsional yang jenmjangnya setingkat dengan itu.

BAB VIT ...
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BAR Vil

PEMBERHBENTIAN PEGAWAI NEGERI! SI1PIL
ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat
'~ dan Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang berpangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan

ruang 1V/d dan Pembina Utama goiongan ruang Iv/e.

Pasal 23

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusal menctapkan :

a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak

memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri

Sipil Pusat di lingkungannya; dan

. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di

lingkungannya.

(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

| mendelsgasikan sebﬁgian wewenangnya atau memberikan kuasa
kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan
pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat
Penata Tingkat 1 golongan ruang JII/d ke bawah,

Pasal 24

(1) 'Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi nmicnetapkan

ja. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah Propinsi

yang tidak memenuhi syarat untwk diangkal menjadi

Pegawai Negeri Sipil Daerab di lingkungannya; dan

b. pemberhentian ..,
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b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dacraly Propinsi yang,
berpangkat Pembina Tingkat I golongan rag [V/b ke
bawah di lingkungannya.

Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat  Pembina golongan

ruang 1V/a dan Pembina Tingkat [ golongan vuang 1V/b.

Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  dapat

mendelegasikan  sebagiaon  wewenangnya atau  memberikan

kuasa kepada pejabal luinr i lingkungan Propinsi, uniuk
menetapkan  pemberhentian  dengan hormat  sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pepawai Negeri

Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat |

gotongan ruang 111/d ke bawah.

Pasal 25

Pejabat  Pembina Kepegawaian Daerah  Kabupaten/Kota

menetapkan :

a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri  Sipit  Daerah
Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/
Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ;uang H1/d
ke bawah di lingkungannya.

Pejabal  sebagaimana dimaksud dalam aym (1) dapat

mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa

kepada pejabal lain di lingkungannya, untuk  menclapkan
pemberhentian dengan hormat sebagai Calon cha:uai Negeri

Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kubupaten/Kota ...
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Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan
ruang II/d ke bawah.

Pasal 26
Pejabat  Pembina Kepegawaian ‘dan  Gubernur  sehagaimana
dimaksud dulam Pasai 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikecualikan
dalam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ﬂ":was,
meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia

pensiun.

Pasal 27

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian
dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang berpangkat Pembina Tingkat
I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia,
cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun,

(2) Penetapan pemberhentian dan petmberian pensiun schuguimauu’
dimaksud dalam ayat (1), termasuk pembenan  pensiun
janda/duda dalam bal pensiunan  Pegawai  Negeri o Sipil
meninggal dunia, |

(3) Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam ayw (1), dapat
mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya.

BAB VIl
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 28

(1) Presiden melakukan pengawasan  dan  pengendalinn  atas
pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidung
kepegawaian.

() Unsuk ...
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(2) Untuk melaksanakan  pengawasan  dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Presiden dibantu oleh
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam  melaksanakan
pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), berkoordinasi dengan :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Instansi Pusat;
b. Gubernur untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/

Kota di wilayahnya.

Pasal 29
Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan  manajemen
informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusar dan
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap
Jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kcepegawaian
Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pceinindahan, dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30
(1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa :
peringatan;
b. teguran;
C. pencabutan keputusan atas penpangkatas, pL-mimlnhun.
atau pemberhentian.
(3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2)
huruf ¢, mulai berkuku sejak tanggal ditetapkin,
¢h Tindakan ...
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(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud Julym ayal (2)
dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Nugara, kecuali
terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden.

(5) Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam ayal  (4)  dapat
mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di
lingkungannya untuk melakukan  tindakan  administrat!
sebagaimana dimaksud dalani ayat (2), kecuali atas keputusan
yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan

Gubernur,

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasat 31

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi
kerja Pegawai Negeri Sipi! serta kewenangan lain dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang' meagatur

masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintaly ini.

Pasal 32

Pendelegasian  wewenang  atau  pemberian  kuasa  untuk
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil menurui Peraturan  Pemerintah ini, ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepepawaian Pusat atau Pejabat

Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB X ...
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BABR X
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 33
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pepawai Negeri
Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang hwerkiku  sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintal ini diatur lebih lanjut

oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Pasai 35

Pada saat Peraturan Pemwrintah ini mulai berlaku, maka -

a. Peraturan Pemerimtah Nomor 96 Tahun 2000 tentaby
Wewenang Pengangkatun, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.

b. Ketentuan pelaksanuan mengenai pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah  ini, dinyatakan  tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum  diubab

- berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan

Peraturan Femerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd i
MEGAWATT SOEKARNOTUTRI
Diundangkan di Jakarta

‘pada tanggal 17 Februari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
" BAMBANG KESOWO

......

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 15

Selinan sesuai dengan aslinya
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGER! SIPIL

L UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pukoi'cfpokok

- Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
| -!I‘ahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pepawai Negeri Sipil
diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan  tugas pemeriniahan  dan

""" pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

~

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden-

éelaku Kepala Pemerintahan. Sesuai dengan Pasat 25 Undang-undanyg Nomor 8
Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
- -:{‘ahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
--:é‘a-ipil dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan,
;jemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat

) mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pentbina Kepegawaian

L ._'P:usat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejubat  Pembina
‘Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintal.
Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maky perlu

menyempurnakan kembali ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan

_ Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Untuk .
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Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha  umtuk
memperluas  pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakan
perpindaban jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil
lerutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak

kepegawaiannya.

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih
meningkatkan daya guna dan hasil guna yang schesar-besarnya, maka sistem
pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pcmbi}naan karier
tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan
perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabu-
paten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaien/Kota yang
lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan ylmg bersifat
manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri

Sipil merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mekanisme konsultasi pengangkatan
dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi kepada Menteri Dalamm Negeri
dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Ducrah Kabupaten/
Kota serta pejabat struktural eselon 1I pada Kabupaten/Kota kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi. Pengaturan mekanisine konsultasi ini
dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil
secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber dayi manusix aparatur

agar sesuai dengan persyaratan jabatan.

Datam ..
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Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan pembinaan
karier Pegawai Negeri Sipil Daerah secara berjenjang khususnya pembinaan
karier kenaikaﬁpéngkatnya. Dengan demikian tetap terdapat hubungan yang
sinergi antara Pemerintah dengan Dacrah Propinsi dan Daerah Kabupaten/

Kota,

Pada prinsipnya pembinaan kenaikan pangkat dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian instansi induk. Namun demikian, dalam hal terdapat
Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka
gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan dan pembinaan
kenaikan pangkatnya dilakukan cleh Pejabat Pembina Kepeguwaian instansi

yang menerima perbantuan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi
induknya, maka gajinya tetap menjadi beban instansi induknya dan
pembinaan kenaikan pangkainya dilakukan oleh . Pejabat - Pembina

Kepegawaian instansi induknya.

Sebagai pe]ziksanaan ketentuan dimaksud serta untuk  mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pemérintahan dan pembangunan baik di tingkat
pusat maupun daerah, perlu diatur dan ditetapkan kembali pejabat yang
berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan  Pegawai
Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa: Negeri Sipil
oleh pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalum

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .

11. PASAL ...
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Il, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

v

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan kesekretariatan lembaga kepresidenan,
Pejabat Pembina Kepegawainnnya adalah Sckretaris Negara. Pada saat
ini, kesekretariatun lembaga kepresidenan dimaksud yaitu Sekretariat
Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer,

dan Sekretariat Wakil Presiden.

Pengan ketentuan ini, maka kesekretariatan lembaga lain yang
dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian
dari Departemen/Lembaga Pemeritah Non Departemen, misalnya
Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berwenang untuk
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri
Sipil di lingkungannya masing-masing.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini dan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (I)
Cukup jelas

" Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Gubernur dalam mengajukan usul kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Gubernur daiam menciapkan kenaikan pangkat Pegawan Negen Sipil
Daerah Kabupaien/Kota adafah dalam kapasitas sebagai  wakil

Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 9 ...
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Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat ()
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural cselon I

antara lain Sekretaris Jenderal, Dircktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen.

Jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya

menjadi wewenang Presiden antara lain Hakim dan Panitera Mahkainah *

Agung.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
' Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepuiusan hasil konsultasi
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi berdasarkan
pertimbangan dari Tim yang antara kiin terdiri dari unsur Depariemen
Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukuip jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerab Propinsi mienyampaikan
keputusan hasil konsultasi kepada Pelabat Pembina Kepegawaiun
Daerah Kabupaten/Kota bherdasarkan pertimbangan dari  Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Dacrah Propinsi,

Ayat (7)
Cukup jelas

"Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21 ...
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Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak
pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditctapkan sckaligus

pemberian pensiun dan pensiun junda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberbentian
dengan hormat atau tidak dengan hormat, anlara lain karena :
atas permintaan sendiri;

a
b. meninggatl dunia;

¢. hukuman disiplin;

d. perampingan organisasi pemerintah;
e. menjadi anggota partai politik;

f. dipidana penjara;

g. dinyatakan hilang;

h. keuzuran jasmani;

i. cacat karena dinas;

j. tewas;

k. mencapai batas usia pensiun,

Pasal 23 ...
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Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
- Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya
ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun  janda/
dudanya.
Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini  adalah
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara
lain karena : )
a. atas permintaan sendifi;
b. hukuman disiplin;
C. perampingan organisasi pemerintah;
d. menjadi anggota partai politik;
€. dipidana penjara; i
f. dinyatakan hilang;
g. keuzuran jasmani.
Ayat (2)
Cukup jelas
FPasal 24
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas

Hurui b ...
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Huruf b
Dalam hal Pegawai Negeri Sipi} diberhentikan dengan hormat
dengan bhak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya
ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun  janda/

dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
pemberhentian dengan hermat atau tidak dengan hormat, antara
lain karena :

a. atas perrhintaan sendiri;

b. hukuman disiplin;

€. perampingan organisasi pemerintah;

d. menjadi anggota partai politik;

e. dipidana penjara;

f. dinyatakan hilang;

g. keuzuran jasmani.

Ayat (2)
Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawii Negeri Sipil
Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas scbagai  wakil

-

Pemerintah,

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b ...
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Huruf b -
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun, maka dalam keputusan peinberhentiannya
ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/
dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam kelentwan ini  adalah
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara
lain karena :

atas permintaan sendiri;

SR

hukuman disiplin;

perampingan organisasi pemerintah;

& o

menjadi anggota partai politik;

@

dipidana penjara;

™

dinyatakan hilang;

g. keuzuran jasmani.

Ayart (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jeias

Pasal 27
Ayat (1)
~ Cukup jelas

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan i}emberian pensiun
yang dimaksud dalam ketentuan ini, sekaligus ditetapkan pemberian

pensiun janda/dudanya.

A}_'at 3
Cukup jelas

Pésal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

_ Pasal 29
' Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak
berlaku surut.

Ayat (4) .
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menctapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipit yang dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan tersebut
untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi
delegasi wewenang.
Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada

pejabat lain,

Pejabat ...
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Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, ];emindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan
tersebut tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang
berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian dimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada

pejabat lain.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34 _ -
Cukup jelas

- Pasal 35
Cukup jelas

~ Pasal 36
B Cukup jelas
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